PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/13/DPRD/2016
TENTANG

PENYEMPURNAAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG RENCANA PEMBANGCUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang » a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016-2021, teiah dievaluasi dan ditetapkan
dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat;

b. bahwa terhadap evaluasi sebagaimana dimuksud
huruf a, telah dilakukan pembahasan, penyelarasan,
dan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur tentang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2016-2021;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan schagairnana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyempurnaan
Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana
Pembansunan Janeks Meneresh Daerah Wabimotse



Mengingat

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor i4
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jaws Barat
(Berita Negara Tahun 1950 Nemor 43), scbagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 )

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik [ndonesia Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Repubilik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyal, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daersh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 0O
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
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10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggeraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lemuarfm Negara
Republik Indonesia Nomor 5104) ;

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

. Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubanan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016 Nomor 6).

Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor  188.342/Kep.1099-Hukham/2016 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016-2021, tanggal 15 November 2016,

Keputusan Rapat Badan Musyawarah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur,
tanggal 5 Desember 2016,

MEMUTUSEKAN



KESATU

KEDUA

KETIGA

: Menyetujui Penyempurnaan Hasil Ewvaluasi Gubernur

Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, sebagai
berikut :

I. Dasar hukum :
No urut 7 dan 9 di hapus
II. Batang tubuh :
Substansi Raperda telah sesuai dengan kajian dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
1I1. Pengundangan
Diundanglkan di Cianjur
pada tangzgal .....oovevveviviinnnns
SERKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR

: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kebupaten Cianjur ini dijadikan dasar penetapan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disampaikan
kepada Gubernur Jawa Barat.

: Keputusan ini mulai berlalku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal S5 Desember 2016
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